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ABSTRAK

Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai account  pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi account bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, karena instagram ini bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif terapan  dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. 
Hak dan kewajiban yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini berupa kontraprestasi dan prestasi yang harus dilaksanakan dalam hubungan transaksi jual beli melalui media instagram. Kelebihan dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini banyak, salah satunya pembeli dapat menanyakan mengenai ketersediaan barang yang ada kepada penjual, tidak seperti jual beli di web pada umumnya. Kekurangan dalam transaksi jual beli instagram ini dari segi hukumnya yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan hampir tidak pernah dilakukan karena besarnya biaya perkara untuk menyelesaikan ke pengadilan dengan jumlah barang yang dikeluarkan tidak seimbang. Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi. 
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A. PENDAHULUAN

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum[footnoteRef:5]. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. E-commerce sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet[footnoteRef:6]. Media sosial seperti facebook, instagram, path, line, whatsapp, BBM, twitter, saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hal ini didukung oleh jumlah penggunanya ditahun 2016 yang rata-rata mencapai 30 juta orang[footnoteRef:7].  [5:  Siswanto Sunarso, 2009. Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 39.]  [6:  Mariam Darus Badrulzaman, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 281.]  [7:  http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia, diakses pada 17 September 2016, pukul 11:57.] 

Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu instagram. Instagram yaitu sebagai media sosial untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media sosial ini. Transaksi jual beli melalui media instagram ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati bagi pembeli pada saat ini khususnya perempuan. Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (lex generalis) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (lex specialis) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE). Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.
Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antar para pihak dalam bertransaksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang dipergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga[footnoteRef:8]. Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.  [8:  Edmon Makarim, 2004. Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 228.] 

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui instagram ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian[footnoteRef:9]. Penawaran pada transaksi jual beli melalui instagram ini yang melakukan adalah pihak penjual, yang mana penjual memanfaatkan instagram ini untuk menampilkan produk dagangan yang ditunjukan pada halaman timeline instagram calon pembelinya, dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak pembeli. Penjualan di instagram ini menggunakan sistem penawaran dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga memunculkan banyak peminat yang tertarik untuk melakukan transaksi melalui media instagram ini. Ramainya pengguna instagram menjadi salah satu alasan kuat mengapa orang-orang menyukai media sosial tersebut sebagai tempat berjualan online. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian[footnoteRef:10]. Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. [9:  Mariam Darus Badrulzaman, 2001. E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 33.]  [10:  Asril Sitompul, 2004. Hukum Internet, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 55.] 

Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli[footnoteRef:11]. Berdasarkan permasalahan di atas tentu hal ini sangat merugikan salah satu pihak, permasalahan tersebut tentu akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.  Namun, untuk mencegah beberapa masalah seperti di atas, pemerintah turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang menyalahgunakan transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi penyalahgunaan teknologi dan diatur dalam undang-undang[footnoteRef:12]. Seperti yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE yaitu “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum”.  [11:  Setiawan, 2000. Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4. ]  [12:  Neni Sri Imaniyati, 2013. Hukum Bisnis, Yogjakarta: Graha Ilmu, hlm. 255.] 


Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
a. Bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram? 
b. Apa sajakah kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram?
c. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi? 

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Perjanjian
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Namun pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak jelas dan lemah. Ketidakjelasan pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Berdasarkan alasan tersebut Abdulkadir Muhammad memberikan definisi mengenai perjanjian yaitu “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”[footnoteRef:13]. [13:  Ibid, hlm. 290.] 


b. Syarat Sah Perjanjian 
Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat perjanjian sah yaitu suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3) Suatu hal tertentu
4) Suatu sebab yang halal

c. Perjanjian Jual Beli
Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 
Wujud dari hukum jual beli adalah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak, yang saling berjanji, yaitu penjual dan pembeli. Biasanya sebelum mencapai kesepakatan, didahului dengan tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat[footnoteRef:14]. Tujuan utama dari jual beli ialah memindahkan hak milik atas suatu barang dari seseorang tertentu kepada orang lain. [14:  Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 317.] 


d. Kontrak Elektronik 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sistem elektronik yang menjadi media pembuatan kontrak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE, yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 

e. Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Terdapat dalam restatement of the law of contracts (Amerika Serikat), wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam total breachts dan partial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan[footnoteRef:15]. [15:  Salim H.S, 2015. Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98-99. ] 


f. Pengaturan dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik
Mengenai transaksi ini secara umum (lex generalis) diatur dalam KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (lex specialis) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, mengenai transaksi elektronik ini berhubungan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), dan berhubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 yang membahas mengenai pihak yang terlibat dalam jual beli melalui media instagram. 

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. 





B. PEMBAHASAN

1. Hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram
Hubungan jual beli yang terjadi antara para pihak dalam transaksi elektronik adalah hubungan timbal balik dimana para pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Para pihak yang dimaksud dalam transaksi elektronik adalah  konsumen dan pelaku usaha. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini adalah hubungan tak langsung karena dilakukan melalui pihak ketiga atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu mata rantai bisnis pada yang bersangkutan.[footnoteRef:16] Ada dua hubungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam transaksi elektronik. Pertama, hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pelaku usaha yang timbul karena hukum perlindungan konsumen. Kedua, hak dan kewajiban yang timbul karena hukum informasi dan transaksi elektronik. [16:  Wahyu Sasongko, 2016. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 61.] 

Hak dan kewajiban penjual dalam transaksi elektronik tercantum di dalam  kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli dan Bab V KUHPerdata Tentang Jual Beli. Hak penjual antara lain: 
a. berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa resi yang harus ditunjukkan kepada penjual dari pembeli;
b. berhak mendapatkan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh pembeli;
c. berhak untuk melakukan pembatalan pembelian apabila pembeli tidak membayar harga pembelian (Pasal 1478 KUHPerdata);
d. berhak untuk mendapatkan perlindungan apabila ada pelaku usaha dan/atau konsumen yang menjiplak hasil karya.

Kewajiban penjual antara lain:
a. berkewajiban memberikan informasi berupa nomor resi pengiriman kepada pembeli;
b. berkewajiban melayani pembeli dengan sabar dan ramah
c. berkewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan (Pasal 612,613,616 KUHPerdata);
d. menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi (Pasal 1429-1503 KUHPerdata);
e. berkewajiban mengirimkan dan menanggung barang (Pasal 1474 KUHPerdata);
f. penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian (Pasal 1483 KUHPerdata).

Hak dan kewajiban pembeli tercantum dalam kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli dalam Bab V KUHPerdata Tentang Jual Beli. Hak pembeli antara lain:
a. berhak mendapatkan keterangan informasi produk dengan sejujur-jujurnya dari penjual;
b. berhak menanyakan kepada penjual mengenai ketersediaan barang dan kualitas produk;
c. berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pengiriman barang;
d. berhak menerima barang/jasa sesuai dengan kesepakatan dengan penjual 
dalam keadaan utuh;
e. berhak dibayarkan biaya penyerahan barang oleh penjual dari tempat pengemasan barang hingga tempat untuk diserahkannya pengiriman barang.

Kewajiban pembeli antara lain:
a. membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana 
ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdata);
b. memberikan informasi yang benar serta beriktikad baik ketika melakukan transaksi elektronik;
c. berkata dan bertanya kepada penjual dengan sopan serta tidak 
menghakimi.

Berdasarkan data tersebut, perbedaan yang paling utama dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini adalah komunikasi yang terjadi antara penjual dan pembeli secara tidak langsung karena komunikasi terjadi melalui internet, sehingga pembayaran juga dilakukan secara elektronik. Pembayaran yang dilakukan secara elektronik ini identik terjadi pada transaksi elektronik yang berjenis business to consumer. Transaksi business to consumer, dalam transaksi jual beli melalui instagram ini ada beberapa proses komunikasi pembelian meliputi keluhan kualitas produk, pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk lain, pemberitahuan mengenai produk yang ditawarkan, dan diskusi mengenai cara penggunaan yang baik, dan lain-lain[footnoteRef:17].  [17:  Haris Faulidi Asnawi, 2004. Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Yogjakarta: Magistra Insania Press, hlm. 26.] 


2. Kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram
Kelebihan dan kekurangan melakukan transaksi jual beli melalui media instagram karena ternyata lebih menguntungkan. Kelebihan utama seperti dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sehingga tidak menggganggu aktivitas lainnya. Oleh karena transaksi ini dilakukan menggunakan sosial media sehingga pemasaran pun dapat lebih luas jangkauannya yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Adanya beberapa kekurangan yang terdapat dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini tidak membuat para penjual maupun pembeli untuk menghentikan transaksi jual beli ini. Apabila ada permasalah yang timbul karena kekurangan dari media instagram itu sendiri pun dapat diselesaikan dengan baik. Jadi, para pihak tidak merasa takut untuk melakukan jual beli melalui media instagram ini. 

3. Akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa selama ini apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media instagram yaitu menggunakan penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau arbitrase saja, dalam transaksi jual beli melalui media instagram tidak pernah menyelesaikan perkara sampai ke pengadilan karena biaya perkara antara harga barang yang dikeluarkan tidak sebanding apabila sampai melaporkan kepada pengadilan. dalam instagram arbitrase bisa dilakukan melalui pihak ketiga yaitu dengan cara melaporkan kepada pemilik account instagram bernama @indonesiablacklist atau @lampungblacklist.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pihak yang merasa dirugikan akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak penjual yang lebih banyak melakukan wanprestasi. Jika dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini ada suatu perkara atau perbuatan wanprestasi maka, penyelesaian perkara dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak. 
2. Ada cara lain dalam menyelesaikan perkara yaitu pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan bahwa mereka telah dirugikan kepada @indonesiablacklist atau @blacklistlampung, di sini pihak yang dirugikan meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk debitur bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasinya, berarti dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE bahwa penyelesaian sengketa dapat melalui arbitrase. 
3. Setelah melaporkan kepada @indonesiablacklist pihak yang melakukan wanprestasi akan meminta untuk mencabut kasus yang ada dengan beberapa cara, yaitu memenuhi perjanjian, memenuhi perjanjian disertai dengan ganti kerugian, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Ganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha. Ganti kerugian dalam transaksi jual beli melalui media instagram yang sering dilakukan yaitu berupa pengembalian uang, dan penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Berati dalam hal ini walaupun jual beli ini dilakukan dalam elektronik penyelesaian tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

C. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Jual beli melalui media instagram telah melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dan tidak boleh merugikan pihak lain. Hak dan kewajiban itu juga merupakan kontraprestasi dan prestasi yang harus dilaksanakan dalam hubungan hak dan kewajiban dalam jual beli melalui media instagram. 2) Pada saat ini beberapa orang lebih tertarik melakukan jual beli melalui media instagram karena dapat berkomunikasi tanyab jawab antara penjual dan pembeli mengenai ketersediaan barang. Kelebihan lainnya seperti dengan sekali mengunggah dapat langsung tersambung kebeberapa media sosial lain sehingga pemasaran dapat lebih luas secara cepat. Kekurangannya tidak adanya lembaga yang menjamin keabsahan toko online ini, dan keberadaan konsumen yang tidak tervisual secara jelas. Tetapi, dengan kekurangan yang ada tidak mengurangi jumlah pemakai maupun transaksi jual beli yang terjadi di media instagram selama masih dapat menguntungkan para pihak. 3) Wanprestasi pada dasarnya cenderung dilakukan oleh pihak penjual. Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan seperti (a) tidak memberikan barang atau jasa yang diminta oleh pembeli, (b) terlambat dalam memberikan barang atau jasa yang diminta oleh konsumen, (c) memberikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau terdapat cacat pada barang tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh penjual adalah berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Ganti kerugian dalam transaksi jual beli melalui media instagram yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang, dan kompensasi yaitu berupa pemotongan biaya bagi konsumen. 
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